LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN KINERJA DAN INTEGRITAS
PADA PENGADILAN AGAMA MOROTAI
TANGGAL 21 s/d 24 November 2017

A. DASAR HUKUM
Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 749/BP/ST/XI/2017 tanggal 20 November 2017 untuk melakukan

Pemeriksaan Kinerja dan Integritas pada Pengadilan Agama Morotai.

B. OBJEK PEMERIKSAAN
1. Penilaian Integritas Internal
2. Penilaian Kinerja Keuangan Perkara
3 Penilaian Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
4. Penilaian Pelayanan Publik

C. TEMUAN - TEMUAN :

C.1. PENILAIAN INTEGRITAS INTERNAL
1 Kondisi . Penyelesaian perkara melebihi 5 bulan dari penerimaan

antara lain perkara Nomor 96/Pdt.G/2016/PA.MORTB, (
tanggal pendaftaran 01-09-2016, putus tanggal 24-08-
2017, perkara Waris), . perkara Nomor
97/Pdt.G/2016/PA.MORTB, ( tanggal pendaftaran 22-
09-2016, putus tanggal 18-07-2017 perkara Waris), dan
perkara Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB, ( tanggai
pendaftaran 19-12-2016, putus tanggal 09-08-2017
perkara Waris),

Kriteria : Mengacu kepada SEMA Nomor 2 tahun 2014, antara
lain menentukan bahwa penyelesaian perkara pada
Pengadiln Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu
5 (lima ) bulan termasuk penyelesaain minutasi, kecuali
perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan

Sebab . Belum mempedomani SEMA Nomor 2 tahun 2014.

Akibat . Penyelesaian perkara lambat, tidak memenuhi azas
cepat , sederhana dan biaya ringan.

Rekomendasi : Agar dilakukan sosialisasi SEMA Nomor 2 tahun 2014.
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2 Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

3 Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

Pengadilan Agama Morotai  belum  memiliki
mekanisme/alur dan ketentuan mengenai tata cara
penanganan  pengaduan menurut Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor : 8 Tahun 2016
Seharusnya dibuat alur tentang tata cara penanganan
pengaduan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor : 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing
System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya
Pimpinan dan Panitera Muda Hukum belum memahami
sepenuhnya pentingnya mekanisme/alur penanganan
pengaduan bagi masyarakat.
Masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses dan
tata cara penanganan pengaduan dilingkungan
Pengadilan Agama Morotali di Tobelo.
Agar dibuat alur tentang tata cara penanganan
pengaduan  sebagaimana ketentuan  dalam
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor @ 9 Tahun
2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada. dibawahnya yang
mudah dilihat oleh pencari keadilan atau

masyarakat umum.

Banner layanan dan informasi seperti banner anti
korupsi, jangan berperkara melalui calo, terimakasih
anda tidak memberikar; sesuatu kepada kami, belum
ada.

Seharusnya banner layanan dan informasi tersedia
sebagai media penerangan dan informasi untuk
mendukung pelaksanaan peradilan yang bersih.
Pimpinan pengadilan belum memahami pentingnya
kampanye anti korupsi dilingkunganya.

Kurangnya media penerangan dan informasi kepada
publik

Agar dibuatkan media penerangan dan informasi untuk

mendukung pelaksanaan administrasi peradilan yang
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4 Kondisi

Kriteria

Sebab
Akibat

Rekomendasi

Kondisi

Kriteria
Sebab

Akibat

Rekomendasi

bersih dan berwibawa berupa banner anti korupsi,

jangan berperkara melalui calo dan sebagainya

Brosur informasi pelayanan dan blanko-blanko isian
tidak ada.

Seharusnya brosur informasi pelayanan dan blanko-
blanko isian tersedia sebagai media penerangan dan
informasi bagi publik. ( SK.KMA.No.1 -144/2011)
Brosur dan blanko isian tidak tersedia.

Kurangnya media penerangan dan informasi kepada
publik.

Agar dibuatkan brosur informasi pelayanan dan blanko-
blanko isian tersedia sebagai media penerangan dan
informasi bagi publik.

Pengadilan Agama  Morotai belum  memiliki
mekanisme/alur prosedur berperkara.

Seharusnya dibuat alur prosedur berperkara.

Dengan pindahnya kantor lama ke kantor yang baru
petunjuk prosedur berperkara belum terpasang;
Masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses dan
tata cara mengajukan perkara dan prosedur berperkara
di PA Morotai di Tobelo.

Agar dibuat alur prosedur berperkara yang mudah

dilihat oleh pencari keadilan atau masyarakat umum.

C.2. PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERKARA

1

Kondisi

Kriteria

Tarif biaya perkara yané tertera di dalam SK Panjar,
belum didasarkan atas SK tentang Tarif atas jenis-jenis
biaya perkara.

Pasal 193 R.Bg menetukan bahwa
pemungutan/pembebanan atas biaya perkara semua
jenis-jenis biaya perkara yang dibebankan harus
didasarkan atas tarif jenis-jenis biaya perkara yang telah
ditentukan.
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Sebab

Akibat

Rekomendasi

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

Pimpinan Pengadilan Agama Morotai belum memahami
secara mendalam atas maksud dari pada ketentuan
pasal 193 R.Bg

Tarif-tarif biaya perkara selama ini belum ada dasar
haknya kecuali biaya PNBP, Biaya Banding, Biaya
Kasasi dan Biaya Peninjauan Kembali.

Segera diterbitkan SK tentang Tarif atas jenis-jenis
biaya tersebut.
Pemungutan baiaya proses/ATK, penyerahannya
kepada Pengelola Biaya Proses setiap akhir bulan.
Penyerahan Biaya Proses/ATK oleh Kassir kepada
Pengelola Biaya Proses setiap hari/setelah dikeliuarkan
(dicatat pada Buku Jurnal).

Kasir tidak mengerti tentang kewajiban penyerahan
harus langsung hari itu juga (setelah dikeluarkan dari
Buku Jurnal).

Pembukuan Keuangan di Kasir tidak jelas, dan rawan
keamanannya, selain itu juga dapat menghambat
kelancaran pembelanjaan kebutuhan ATK.

Setelah pengeluaran baiaya proses dicatat pada Buku
Jurnal, Kasir pada hari itu juga harus menyerahkannya
kepada Pengelola Biaya Proses. :

SLIP pembayaran panjar biaya perkara dari BRI di
simpan pada Berkas Perkara (Bundel A).

SLIP pembayaran panjar biaya dari bank oleh Kasir
diganti dengan Kwitansi/Surat Kuasa untuk membayar
oleh karena telah diganti maka SLIP pembayaran ke
BRI disimpan oleh Kasir.

Kasir belum mengerti tentang penyimpnan SLIP
pembayaran Panjar Biaya

Tidak tertibnya penyimpanan arsip bukti pembayaran ke
Bank

SLIP pembayaran Panjar Biaya dari BRI disimpan oleh
Kasir dan dijadikan satu dengan arsip Kwitansi/SKUM
yang ada di Kasir.
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4 Kondisi - Bentuk Kwitansi dan SKUM Sbb :

KWITANSI
SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR

e mEIELL e
e }
U, T TR Pl \

b. Panjar Biaya Perkara: RO e eimira s ( )
c. Untuk Keperluan : Panjar Biaya Tingkat | ‘

Tobelo, ............

Kasir
_///,!
Kriteria - a Kwitansi adalah Pernyataan Kasir tentang telah

diterimanya Panjar Biaya Perkara.

b. Surat Kuasa untuk membayar adalah penyartaan
penggugatlpemohon tentang pemberian Kuasa
Penggugat/Pemohon kepada  Kasir untuk
membayar segala keperluan proses perkara dari

Panjar Biaya perkara.

Sebab : Pimpinan kurang mengerti tentang pengertian dari
Kwitansi dan SKUM.
Akibat . Ketidak tepatan bentuk Kwitansi, dan Kasir dalam

membayar segala keperluan proses perkara dari Panjar

Biaya (uang titipan) tidak ada dasar hukumnya.
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Rekomendasi : Perbaiki bentuk Kwitansi dan SKUM yang isinya

mengandung dua pertnyataan Kasir dan pernyataan
Penggugat/pemohon, sehingga yang tanda tangan di
dalam Kwitansi dan SKUM tersebut Kasir dan
penggugat/Pemohon.

Contoh sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg

KWITANSI
SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)
Telahfermna Qatts ..o ro i miost ot Sebagai Penggugat/Pemohon

melalui  Rekening Bank BRI  Tobelo Nomor Rek

Uangsejumlah :............ ...

Untule kepeduan 1. oo v it e R
Telah lunas dibayar dan telah didaftarkan pada buku daftar dem.an
INORIOTE 5 Lt B I s BT, /Pdt.G/2017/PA Mor.TB

Penggugat/Pemohon mengerahkan Kepada Kasir untuk membayar
segala keperluan proses perkara dari panjar biaya perkara dalam

perkara melawan............... sebagai Tergugat/Termohon
Tobelo, ) va il a2l
Penggugat/Pemohon
Pemberi Kuasa Kasir
Keterangan :
| G e
2

C.3. PENILAIAN KINERJA PENATAUSAHAAN PNBP

1

Kondisi

Kriteria

Terdapat jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak
dilakukan pemungutan.

Pemungutan untuk pembuatan dan penyerahan akta cerai
yag dilakukan oleh PA Morotai hanya dimasukkan ke dalam
jenis penerimaan Negara Bukan Pajak untuk komponen
“Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan
penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau
pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dar segala
keterangan-keterangan fertulis yang dikeluarkan oleh
Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum’,
sejumlah Rp. 5.000,-

PP 53 Tahun 2008, Surat Wakil Ketua MARI No: 42/WKMA-
N.Y/X1/2008 tanggal 4 November 2008, Surat Sekretaris
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Sebab

Akibat

Rekomendasi

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

MARI No: 21 BISEK/KU.04.2/01/2017 tanggal 17 Januar
2017.

Di dalam PP 53 Tahun 2008, Surat Wakil Ketua MARI No:
A2/\WKMA-N.Y/X1/2008 tanggal 4 November 2008, terdapat
komponen jenis penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain

sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a dan b, vaitu

a. Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang
dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut
hukum

b. Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru
Sita

Bahwa untuk akta cerai, rangkaian kegiatannya terdiri
pembuatan akta cerai, pencatatan dan penyerahan akia
cerai, sehingga setidaknya penerimaan Negara Bukan Fajak
komponennya terdiri dari 3 komponen sebagaimana
dimaksud dalam PP 53 Tahun 2008, Surat Wakil Ketua MARI
No: 42/WKMA-N.Y/X1/2008 tanggal 4 November 2008 angka
11 huruf a dan b dan angka 12.

Ketidaktahuan petugas/pelaksana pemungutan penerimaan
Negara Bukan Pajak dan tidak adanya evaluasi dari pimpinan
pengadilan

Kekurangan penerimaan Negara Bukan Pajak

Agar dilakukan pemungutan penerimaan Negara Bukan
Pajak sesuai dengan ketentuan

Pemungutan penerimaan Negara Bukan Pajak untuk bulan
Januar 2017, khususnya untuk komponen penyerahan
turunan/salinan  putusan/penetapan  pengadilan  fidak
tercatatterdokumentasikan dengan benar yaitu untuk
putusan nomor berapa

PP 53 Tahun 2008, Surat Wakil Ketua MARI No: 42/AWKMA-
N.Y/X1/2008 tanggal 4 November 2008, Surat Sekretaris
MARI No: 21 B/SEK/KU.04.2/01/2017 tanggal 17 Januar
2017

Ketidakcermatan petugas dalam melakukan pengisian pada
Buku Bantu HHK lainnya

Informasi yang didapatkan menjadi tidak akurat

Segera diperbaiki dan agar pengisian berikutnya lebih tertib
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3. Kondisi

Kriteria

Sebab
Akibat

Rekomendasi

4. Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat
Rekomendasi

5. Kondisi

Kriteria

Pemungutan penerimaan Negara Bukan Pajak untuk bulan
Oktober 2017, khususnya untuk komponen penyerahan
turunan/salinan putusan/penetapan pengadilan tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenamya, dimana putusan No:
11/Pdt.P/2017 tersebut halamannya hanya terdiri dari 5
halaman, namun di hitung dan tercatat sebanyak 11 halaman
PP 53 Tahun 2008, Surat Wakil Ketua MARI No: 42 \WKMA-
N.Y/X1/2008 tanggal 4 November 2008, Surat Sekretaris
MARI No: 21 B/SEK/KU.04.2/01/2017 tanggal 17 Januari
2017

Ketidakcermatan petugas dalam melakukan penghitungan
Informasi yang didapatkan menjadi tidak akurat dan
kelebihan bayar

Agar penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan sesuai

dengan ketentuan

Pengisian Buku HHK terakhir hanya sampai dengan bulan
Juli 2017 sedangkan Buku HHK lainnya sampai dengan
lembar temuan ini dibuat, sama sekali tidak dilakukan
pengisian, demikian juga pengisian pada aplikasi SIMARI
juga tidak tertib.

PP 53 Tahun 2008, Surat Wakil Ketua MARI No: 42/\WKMA-
N.Y/X1/2008 tanggal 4 November 2008, Surat Sekretaris
MAR| No: 21 B/SEK/KU.04.2/01/2017 tanggal 17 Januari
2017

Ketidaktertiban petugas/pelaksana, " dan disamping itu
petugas/pelaksana merangkap dalam jabatan lain yaitu Juru
Sita Pengganti

Data dan dokumen menjadi tidak akurat dan jelas

Segera dilakukan pengisian sesuai dengan ketentuan

Terdapat pemungutan penerimaan Negara Bukan Pajak
untuk uang meja tapi tidak tercatat dalam buku bantu HHK
lainnya dan atau pada buku HHK lainnya

PP 53 Tahun 2008, Surat Wakil Ketua MARI No: 42/\WKMA-
N.Y/X1/2008 tanggal 4 November 2008, Surat Sekretaris
MARI No: 21 BISEK/KU.04.2/01/2017 tanggal 17 Januari
2017

Di dalam PP 53 Tahui 2008, Surat Wakil Ketua MARI No:
A2MVKMA-N.Y/X1/2008 tanggal 4 November 2008, terdapat
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Sebab

Akibat

Rekomendasi

komponen jenis penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain
sebagaimana dimakasud dalam angka 17, yaitu : uang leges
dengan akun 423413 pendapatan uang meja (leges) dan
upah pada panitera

Ketidaktertiban petugas/pelaksana dalam melakukan
pengisian

Data dan dokumen menjadi tidak akurat dan jelas

Segera dilakukan pengisian sesuai dengan ketentuan

C.4. PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Rekomendasi

2. Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

Pengadilan Agama Morotai belum menetapkan SK
Penetapan Standar Pelayanan untuk publik dan penetapan
Standar Pelayanan tersebut telah dimasukkan ke dalam
website resmi PA.Morotai namun terdapat informasi yang

tidak sesuai dengan pelaksanaan selama ini terkait SKUM;

: a. Peratutan Kementerian PNPRB Nomor 15 tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

b. SK KMA Nomor 026 tahun 2012 dan SK KMA No.1-144
tahun 2011 tentang Pelayanan yang wajib dipenuhi..
Pimpinan dan Pejabat lainnya belum mengetahui aturan

tersebut diatas.
Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak
maksimal. ]

Segera terbitkan SK Standar Pelayanan.

Belum tersedia sarana pelayanan bagi yang berkebutuhan
khusus secara memadai

Pengadilan harus memberikan Pelayanan bagi yang
berkebutuhan khusus, antara lain Ram, Rambatan, Kursi
Roda, Jalur Pemadam, Tiket Kasir dan Ruang Loket dil.
Selain anggaran tidak tersedianya untuk pengadaan hal-hal
tersebut juga Sekretaris maupun Pimpinan belum mengerti
tentang keharusan tersebut.

Pelayanan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus
belum dapat diberikan.
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Rekomendasi : Usulkan anggaran untuk pengadaan hal-hal tersebut diatas
agar sarana tersebut dapat diadakan untuk tahun-tahun

yang akan datang.

Jakarta, 22 November 2017

Ketua Ketua Tim Pemeriksa
Pe 'Ian Agama Morotai Badan Pengawasan MA-RI
Iz
7

Taufiq Hamami, SH
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